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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON PERIZINAN DI
BIDANG PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Menimbang

Mengingat

DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan
Pemberian Izin dan Non Perizinan Di Bidang Pertambangan,
Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi
Kalimantan Timur, Petunjuk teknis pelaksanaan komitmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, dan berdasarkan kajian Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Prov. Kaltim terhadap Tugas Pokok Fungsi
Perangkat Daerah, bahwa penetapan petunjuk teknis terkait
pengembangan sapi dan reklamasi untuk tanaman pangan
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
urusan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf perlu mengubah Peraturan Gubernur
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan
Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan
Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

JI. Gajah Mada No. 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur

- Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111

Website : http://kaltimprov.go.id
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419};

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412});

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomeor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725};

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4452);
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Penggunaan
Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 528);

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penundaan
Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan
Alam Primer dan Lahan Gambut;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32/Menhut-11/2010
tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.27/Menhut-1I/2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor
P.32/Menhut-11/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan,;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2012
tentang Pengukuhan Kawasan Hutan,;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.98/Permentan/0T.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan
Perkebunan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.98/Permentan/0T.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan
Perkebunan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MenLHK-II/2015
tentang Tata Cara Pemberian Perluasan Areal Kerja dan
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Restorasi Ekosistem, atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43
Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan
Sosial;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41
Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara;
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Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34
Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 668);

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-11/2014
tentang Kawasan Hutan Produksi Provinsi Kalimantan Timur
dan Provinsi Kalimantan Utara;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun
2016 tentang Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Kalimantan
Timur 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2016 Nomor 1); '

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 22};

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012
tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012
Nomor 39);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018
tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan Di Bidang
Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di
Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur‘ Nomor 30 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUEBRNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON
PERIZINAN SERTA PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PERIZINAN
DI SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan Serta
Penyempurnaan tata Kelola Perizinan Di Sektor Pertambangan; Kehutanan
dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 1), diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 6, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 6

Petunjuk Teknis pelaksanaan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur kecuali komitmen sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 ayat (1) hurufc.

Petunjuk teknis pelaksanaan komitmen mendukung program pengembangan
masyarakat terutama mendukung program ketahanan pangan (komitmen
pengembangan sapi dan reklamasi untuk tanaman pangan) sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 ayat {4) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas yang
membidangi urusan dimaksud.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 November 201

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR,
ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya .
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006




